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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah 

dan limpahan rahmat-Nya, sehingga laporan kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Laporan kajian ini berjudul “Rekomendasi Penyusunan Peraturan Daerah Penguatan Tata 

Kelola Ritel Toko Modern dan Toko Tradisional di Kabupaten Banyuwangi” yang 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan 

yang lebih komprehensif guna menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, 

berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel, baik modern maupun tradisional 

di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan 

penting, antara lain: 

1. Pengaturan yang tepat dalam tata kelola ritel antara toko modern dan toko 

tradisional sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi daerah, serta 

menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh ekspansi ritel modern yang 

tidak terkendali. 

2. Pemberdayaan pedagang tradisional melalui kebijakan yang berpihak kepada 

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan 

daya saing dan keberlanjutan usaha mereka, seiring dengan perkembangan 

sektor ritel modern. 

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk-produk dengan harga yang 

terjangkau dan fasilitas yang memadai, serta menciptakan pasar yang sehat dan 

inklusif bagi semua lapisan masyarakat. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita 

semua dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi 

masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Akhir kata, kami berharap bahwa hasil kajian ini 

dapat memberikan panduan yang berguna bagi penguatan tata kelola ritel dan 

pengembangan ekonomi lokal yang lebih baik, serta menciptakan kesejahteraan yang 

merata bagi masyarakat. 

Banyuwangi, 21 Februari 2025 

Tim Peneliti 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman di Indonesia telah membawa perubahan sosial yang 

signifikan, khususnya dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Modernisasi, yang terjadi 

seiring berjalannya waktu, tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat tetapi juga 

berdampak pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Perubahan ini dapat dilihat dalam 

kemajuan sektor ritel, yang semakin berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup 

dan kebutuhan konsumen. Masyarakat yang dulunya mengandalkan pasar tradisional, 

kini beralih ke berbagai bentuk perdagangan modern yang lebih efisien dan mudah 

diakses. Max Weber dalam teorinya menjelaskan bahwa modernisasi ditandai dengan 

pergeseran masyarakat tradisional menuju rasionalitas di berbagai bidang kehidupan, 

termasuk ekonomi (Kartodirdjo, 2014). Fenomena ini terlihat jelas pada berkembangnya 

bentuk-bentuk perdagangan modern, seperti minimarket dan supermarket, yang kini 

menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Keberadaan minimarket dan 

supermarket ini menjadi bukti nyata dari perubahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, 

di mana transaksi perdagangan tidak lagi terbatas pada pasar tradisional, melainkan telah 

memasuki ranah yang lebih modern dan terorganisir (Natalia et al. 2024). 

Kapitalisasi dalam sektor perdagangan semakin terlihat dengan maraknya ritel 

modern yang hadir di pusat-pusat kota, serta ekspansinya yang kini menjangkau tingkat 

kecamatan dan desa. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam pola konsumsi 

masyarakat yang semakin bergeser ke arah efisiensi dan kenyamanan yang ditawarkan 

oleh ritel modern. Ritel modern yang mengutamakan prinsip kapitalisme ini berfokus 

pada efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, dan orientasi keuntungan. Seiring dengan 

berkembangnya ritel modern, pasar tradisional mulai mengalami tekanan dalam 

mempertahankan eksistensinya, yang memunculkan tantangan  dalam menjaga 

keseimbangan antara keduanya. Menurut teori dualisme ekonomi Boeke (1973), sektor 

ekonomi di Indonesia masih menunjukkan adanya keterbelahan antara sektor ekonomi 

modern yang bersifat kapitalistik dengan sektor ekonomi tradisional yang pra-kapitalistik. 

Ritel modern beroperasi dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang lebih 

mengutamakan efisiensi dan keuntungan. Di sisi lain, sektor ekonomi tradisional lebih 

menekankan pada hubungan sosial dan kesejahteraan kolektif, di mana hubungan antar 



REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO 

TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI 

2  

individu atau pelaku usaha menjadi sangat penting. Fenomena ini menciptakan tantangan 

dalam tata kelola ritel, terutama dalam upaya menjaga keseimbangan antara 

perkembangan toko modern yang semakin pesat dan keberlangsungan toko tradisional 

yang masih menjadi bagian penting dari perekonomian lokal (Sugiharto & Deniar, 2021). 

Di berbagai daerah, pertumbuhan ritel modern kerap menimbulkan kekhawatiran 

terhadap eksistensi toko tradisional. Namun penelitian yang dilakukan oleh Setyorini 

(2013) di Kabupaten Bangil menunjukkan bahwa kebijakan penataan yang tepat dapat 

mencegah dampak negatif toko modern terhadap pasar tradisional. Oleh karena itu, 

pengelolaan sektor ritel memerlukan regulasi yang mampu menyeimbangkan 

perkembangan investasi modern dengan perlindungan bagi sektor usaha kecil dan 

menengah. 

Fenomena lain berkembangnya Toko Madura di berbagai daerah, termasuk 

Kabupaten Banyuwangi, menjadi bagian dari dinamika sektor perdagangan di Indonesia. 

Toko Madura yang dikenal dengan konsep usaha ritel berbasis komunitas ini menawarkan 

bisnis dalam jam operasional banyak yang beroperasi selama 24 jam serta harga barang 

yang kompetitif. Dari perspektif mikro ekonomi, keberadaan Toko Madura menunjukkan 

daya adaptasi para pelaku usaha tradisional terhadap perubahan pola konsumsi (Rohman, 

2024). Berbeda dengan ritel modern berjaringan yang memiliki sistem pasokan dan 

manajemen berbasis korporasi, Toko Madura berkembang dengan model usaha berbasis 

keluarga dan jaringan sosial antar-pedagang. Hal ini menjadikan Toko Madura lebih 

fleksibel dalam menghadapi persaingan pasar, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

harian masyarakat di tingkat lokal. 

Dari perspektif sosial-budaya, keberadaan Toko Madura tidak hanya 

mencerminkan aspek ekonomi tetapi juga dinamika sosial dalam komunitas pedagang 

Madura. Karakter pedagang Madura yang dikenal ulet, gigih, dan memiliki solidaritas 

tinggi dalam membangun jaringan perdagangan juga menjadi faktor utama dalam 

ekspansi usaha ini. Model bisnis yang diterapkan oleh Toko Madura memungkinkan 

mereka menjangkau berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, 

jaringan keluarga dan kerabatan yang kuat memungkinkan mereka untuk bertahan dan 

berkembang meskipun di tengah persaingan dengan ritel modern (Hidayat et al., 2023). 

Namun di sisi lain, model usaha yang lebih informal ini juga menimbulkan tantangan 



REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO 

TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI 

3  

dalam hal regulasi dan tata kelola, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap aturan 

zonasi dan perizinan usaha (Farqi et al., 2024). 

Dari perspektif kebijakan publik, berkembangnya Toko Madura di Banyuwangi 

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur keseimbangan 

antara sektor perdagangan modern dan tradisional. Di satu sisi, keberadaan Toko Madura 

memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari, terutama 

di daerah yang belum terjangkau oleh ritel modern (Muhammady et al., 2024). Namun, 

di sisi lain, keberadaan toko ini juga sering dikaitkan dengan isu keberadaannya terhadap 

regulasi perdagangan, seperti ketentuan jam operasional, perizinan, serta potensi praktik 

monopoli dalam komunitas bisnis tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola ritel di 

Kabupaten Banyuwangi perlu mempertimbangkan fenomena ini dengan pendekatan yang 

lebih holistik agar dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan 

berdaya saing bagi seluruh pelaku usaha, baik modern maupun tradisional. 

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang mengambil kebijakan 

tegas dalam membatasi ekspansi ritel modern. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 

14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket yang Tidak Berjaringan dan 

yang Berjaringan, pemerintah daerah berupaya melindungi toko tradisional dari dominasi 

ritel modern. Kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang sebelumnya 

merupakan perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2014. 

Meskipun peraturan telah diterapkan, penerapannya di lapangan masih 

menghadapi berbagai tantangan. Ditemukan adanya dugaan praktik penyelundupan 

produk dari merek minimarket berjaringan ke toko-toko modern non-jaringan, serta 

dugaan adanya kamuflase minimarket berjaringan yang beroperasi dengan skema berbeda 

(Mahmud, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih 

memerlukan penguatan dalam penerapan dan pengawasan agar tidak terjadi 

penyimpangan yang merugikan toko tradisional. 

Melihat kondisi ini, diperlukan rekomendasi kebijakan dalam pembentukan 

Peraturan Daerah (Perda) yang lebih kuat untuk mengatur tata kelola ritel di Banyuwangi. 

Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dalam 

menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, berdaya saing, dan berpihak pada 
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kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan 

rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan regulasi yang lebih 

efektif guna memperkuat tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah 

penguatan tata kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan tata kelola ritel yang diterapkan di Kabupaten 

Banyuwangi, terutama dalam efektivitas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 

dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, dalam mengatur keseimbangan 

antara ritel modern dan toko tradisional? 

2. Apa saja tantangan dan implikasi yang muncul akibat perkembangan ritel modern, 

termasuk fenomena berkembangnya Toko Madura, terhadap dinamika 

perdagangan lokal, daya saing pelaku usaha kecil, serta kesejahteraan ekonomi 

masyarakat Kabupaten Banyuwangi? 

3. Bagaimana merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan berbasis regulasi 

yang lebih komprehensif untuk penguatan tata kelola ritel di Kabupaten 

Banyuwangi, guna menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, 

berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel modern dan tradisional? 

 

1.3 Tujuan Kajian 

Tujuan kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata kelola 

ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : 

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Kelola Ritel di Kabupaten 

Banyuwangi: Mengidentifikasi dan efektivitas efektivitas regulasi yang telah 

diterapkan, seperti Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2016, dalam mengatur keseimbangan antara ritel modern dan 

toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Mengidentifikasi Tantangan dan Implikasi dari Perkembangan Ritel Modern dan 

Toko Tradisional: Mengkaji jejak keberadaan ritel modern, termasuk fenomena 

berkembangnya Toko Madura , terhadap dinamika perdagangan lokal, daya saing 

pelaku usaha kecil, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. 
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3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Tata Kelola Ritel di 

Kabupaten Banyuwangi: Merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan 

berbasis regulasi yang lebih komprehensif dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) 

guna menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan 

berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel modern maupun tradisional. 

 

1.4 Manfaat Kajian 

Manfaat kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata kelola 

ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi: 

1. Memberikan Pemahaman yang Lebih Dalam tentang Efektivitas Kebijakan Ritel 

di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai efektivitas kebijakan tata kelola ritel yang diterapkan, seperti 

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2016, dalam menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional. 

Dengan demikian, dapat diketahui apakah regulasi tersebut sudah optimal atau 

perlu perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Mengenali Tantangan dan Dampak Perkembangan Ritel Modern terhadap 

Ekonomi Lokal. Kajian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh 

pasar tradisional akibat pesatnya perkembangan ritel modern, termasuk fenomena 

berkembangnya Toko Madura. Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis 

dampak dari perubahan tersebut terhadap daya saing pelaku usaha kecil dan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang sangat penting untuk keberlanjutan 

ekonomi lokal. 

3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Tata Kelola Ritel yang 

Berkelanjutan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi 

kebijakan yang komprehensif dan berbasis regulasi yang lebih baik, yang dapat 

memperkuat tata kelola sektor ritel di Kabupaten Banyuwangi. Rekomendasi ini 

akan membantu menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, berdaya saing, 

dan berkelanjutan, yang akan mendukung pelaku usaha baik dalam sektor ritel 

modern maupun tradisional.. 
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BAB II. KAJIAN TEORITIS PRAKTIS DAN EMPIRIS 

2.1 Toko Modern 

Toko modern di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 

Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, merupakan jenis yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam hal pengelolaan barang dan sistem pelayanan. Toko ini 

melayani pelanggan dengan sistem self-service (pelayanan mandiri) dan menyajikan 

berbagai jenis barang melalui bentuk usaha seperti minimarket, supermarket, department 

store, atau hypermarket, serta toko grosir. Barang-barang yang dijual biasanya beragam 

dan memiliki kualitas terjamin, karena melalui proses seleksi ketat sebelum dipasarkan. 

Selain itu, dibandingkan dengan pasar tradisional, toko modern memiliki 

keunggulan dalam pengelolaan persediaan barang. Penyimpanan barang-barang yang 

tersedia di gudang sering kali lebih terukur dan terorganisir. Penelitian menunjukkan 

bahwa sistem informasi persediaan berbasis web dapat meningkatkan efisiensi 

manajemen persediaan pada berbagai toko. Penggunaan sistem ini memungkinkan 

perhitungan inventaris yang lebih akurat dan pengelolaan bagi pihak admin dan pemilik 

toko, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan pengendalian stok (Sika 

dan Devi 2021). 

Ketrampilan toko modern dalam menetapkan harga juga menjadi keunggulan 

yang signifikan. Toko-toko ini umumnya menerapkan label harga yang jelas dan 

terperinci, yang mencantumkan harga barang sebelum dan setelah pajak, memastikan 

transparansi bagi konsumen. Penerapan sistem inventory yang baik, seperti menggunakan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) atau FIFO (First In First Out), memungkinkan 

toko untuk mengelola harga dan membantu dalam pengambilan keputusan yang 

berorientasi pada profitabilitas. Beberapa studi telah menunjukkan penerapan EOQ dalam 

pengelolaan persediaan. 

Dari segi pelayanan, toko modern menawarkan fasilitas yang mendukung 

kenyamanan pelanggan, seperti pendingin udara, tempat parkir yang aman, dan 

lingkungan yang bersih. Fasilitas-fasilitas tersebut berkontribusi pada pengalaman 

berbelanja yang lebih baik dan dapat menarik lebih banyak pelanggan ke toko tersebut 

dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri retail. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa kenyamanan baik dalam layanan maupun ketenangan berbelanja 
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merupakan faktor penting dalam menarik konsumen ke toko modern dibandingkan 

dengan alternatif tradisional. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dan Perpres No 112 

Tahun 2007, toko modern di Indonesia mencakup berbagai kategori, yaitu minimarket, 

supermarket, departemen store, hypermarket, dan grosir berbentuk perkulakan. Setiap 

kategori memiliki karakteristik dan ukuran yang unik, sehingga mempengaruhi 

operasional serta strategi bisnis masing-masing jenis toko. 

1. Minimarket adalah jenis toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari 

dengan sistem pelayanannya mandiri. Ruang jual minimarket umumnya kurang 

dari 400 m². Toko ini menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan 

kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja (Mardhiyah & Safrin, 2021). 

Minimarket juga biasanya menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari, 

termasuk makanan ringan dan minuman, dengan aksesibilitas yang tinggi, 

sehingga menarik banyak pengunjung (Pramazuly & Rosidah, 2021). 

2. Supermarket berfungsi sebagai tempat penjualan barang kebutuhan rumah tangga 

secara eceran dengan ukuran antara 400 m² dan 5.000 m². Supermarket 

menawarkan beragam produk mulai dari makanan hingga kebersihan rumah 

tangga. Penelitian menunjukkan bahwa supermarket sangat berpengaruh terhadap 

perilaku belanja konsumen yang semakin berpindah dari toko tradisional 

(Kurniawan & Azhar, 2019). Dengan berbagai promosi dan penawaran khusus, 

supermarket mampu menarik minat pelanggan dalam jumlah besar (Irawan, 

2020). 

3. Departemen Store berfungsi menjual barang secara eceran yang didominasi oleh 

produk sandang dan perlengkapannya, dengan luas lantai lebih dari 400 m². 

Departemen store memiliki penataan barang yang sistematis berdasarkan 

kategori, jenis kelamin, atau usia konsumen, sehingga memudahkan konsumen 

dalam mencari apa yang mereka butuhkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa 

pelayanan yang baik dan pengalaman berbelanja yang nyaman di departemen 

store mampu meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan (Suantra & 

Nurmawati, 2019). 

4. Hypermarket adalah bentuk penggabungan antara supermarket dan departemen 

store yang memiliki luas di atas 5.000 m². Hypermarket menjual berbagai macam 
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barang mulai dari kebutuhan pokok hingga barang elektronik, dalam satu tempat. 

Dengan berbagai layanan dan fasilitas yang ditawarkan, hypermarket menjadi 

alternatif berbelanja yang lengkap bagi konsumen yang menginginkan efisiensi 

waktu (Setiawan et al., 2020). 

5. Grosir atau perkulakan yang juga merupakan bagian dari toko modern, memiliki 

karakteristik penjualan barang dalam partai besar kepada distributor atau 

pedagang eceran. Toko grosir biasanya berukuran minimal 5.000 m² dan 

menyediakan berbagai macam barang dengan harga yang lebih murah. Peran 

grosir sangat penting dalam rantai pasok, karena mereka merupakan penghubung 

antara produsen dengan konsumen akhir (Zahara, 2024). 

Dokumen peraturan yang menyangkut toko modern menunjukkan bahwa batasan 

ukuran dan jenis toko tidak hanya berfungsi untuk mengorganisasi struktur ritel di 

Indonesia, tetapi juga untuk menyeimbangkan persaingan antara toko modern dan pasar 

tradisional. Penataan ini diharapkan dapat melindungi keberlangsungan usaha kecil dan 

menengah (UMKM) dan toko tradisional dari dampak negatif ekspansi ritel modern 

(Hartati et al., 2023). 

Dengan demikian, secara keseluruhan, toko modern di Indonesia tidak hanya 

mengandalkan variasi produk yang ditawarkan tetapi juga memperhatikan aspek 

manajerial dan pelayanan yang lebih baik sebagai bagian dari strategi mereka untuk 

bersaing di pasar. Ini mencakup pengelolaan persediaan yang lebih efisien dan penekanan 

pada pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. 

 

2.2 Toko Tradisional 

Dalam konteks perdagangan di Indonesia, toko tradisional memiliki peranan yang 

signifikan dan karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan toko modern. Toko 

tradisional umumnya dikelola oleh keluarga, memiliki skala usaha kecil dan modal 

terbatas, serta menawarkan produk yang tidak seberagam yang ditemukan di toko 

modern. Meskipun demikian, barang-barang yang dijual seringkali adalah produk lokal, 

yang mungkin jarang ditemui dalam variasi asal impor. Kualitas barang yang dijual di 

toko tradisional biasanya terjaga, meskipun jumlahnya terbatas, hal ini ditentukan oleh 

modal pemilik toko dan permintaan lokal (Ramin, 2021; , Nurani, 2021). 
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Dari segi harga, toko tradisional memberikan fleksibilitas karena barang tidak 

selalu memiliki harga tetap, yang memungkinkan proses tawar-menawar terjadi antara 

pedagang dan konsumen. Terdapat dua kategori pedagang dalam sektor ini, yaitu 

pedagang grosir yang menjual dalam jumlah banyak dan pedagang eceran yang menjual 

langsung kepada konsumen akhir (Saleh et al., 2021). Kelebihan toko tradisional 

mencakup harga yang lebih murah, kedekatan lokasi dengan konsumen, serta kemampuan 

untuk melakukan tawar-menawar (Palilu, 2022). 

Namun, toko tradisional juga menghadapi sejumlah tantangan. Kenyamanan 

belanja di toko tradisional sering kali kurang dibandingkan minimarket dan supermarket 

modern; ruang yang sempit dan kurang bersih dapat menjadi kelemahan yang 

menyebabkan pengalihan minat konsumen (Mahardika & Rizki, 2021). Studi 

menunjukkan bahwa untuk menghadapi tantangan dari retailer modern, toko tradisional 

perlu beradaptasi dan memperkuat hubungan sosial dengan pelanggan untuk 

mempertahankan loyalitas (Naim et al., 2023). Hubungan sosial yang terbina antara 

pedagang dan pelanggan menjadi salah satu keunggulan yang sulit disaingi oleh toko 

modern yang lebih bersifat transaksional (Candrasari, 2021). 

Toko tradisional juga berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat dengan 

memberikan ruang interaksi yang lebih personal, yang dapat mendorong keterlibatan 

komunitas. Hal ini berbanding terbalik dengan minimarket modern yang lebih 

mengedepankan efisiensi dan kenyamanan berbelanja, tetapi sering mengabaikan aspek 

sosial (Nurani, 2021). Dengan meningkatkan strategi pemasaran dan memanfaatkan nilai- 

nilai komunitas yang ada, toko tradisional dapat mempertahankan eksistensinya di tengah 

persaingan yang semakin ketat dari toko modern dengan cara inovatif seperti penggunaan 

platform digital untuk menjaring pelanggan yang lebih luas (Naim et al., 2023; , Palilu, 

2022). 

 

2.3 Kebijakan Publik 

Manusia senantiasa dikelilingi oleh beragam masalah kebijakan dalam 

kehidupannya, yang mempengaruhi kesejahteraan dan interaksi sosial di masyarakat. 

Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut, dan 

dibutuhkan untuk menjaga ketertiban serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan 

publik, menurut Desrinelti, merupakan seperangkat prinsip atau cara bertindak yang 
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mengarahkan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

masyarakat (Desrinelti et al., 2021). Desrinelti berpendapat bahwa kebijakan publik 

mencakup peraturan, program, dan proyek undang-undang yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan solusi bagi persoalan yang muncul 

(Desrinelti et al., 2021). 

Terdapat kesamaan pandangan di antara para peneliti mengenai pentingnya 

kebijakan publik dalam menciptakan ketertiban dan kemakmuran. Prabawati menjelaskan 

bahwa kebijakan publik dirumuskan dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah 

sosial yang dapat bervariasi intensitasnya (Haning, 2019). Dalam konteks ini, menjadi 

jelas bahwa pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi semua anggota 

masyarakat, karena kebijakan yang tepat dapat menjamin eksistensi dan kesejahteraan 

mereka (Desrinelti et al., 2021; , Anggraeni et al., 2021). 

Kebijakan publik tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan 

keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaannya. Salomo 

menyatakan bahwa kebijakan publik yang transparan dan inklusif sangat diperlukan, agar 

masyarakat dapat turut serta dalam menentukan nasib mereka (Bida, 2021). Dalam hal 

ini, masyarakat mempunyai peran aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik 

terhadap kebijakan yang ada, sehingga kebijakan yang dirancang dapat sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan mereka. 

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan 

lalu lintas, yang kesemuanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Dengan demikian, kebijakan publik yang 

dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dan 

melindungi hak-hak manusia. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali 

menjadi sarana untuk mengatasi disparitas yang ada, seperti yang ditunjukkan oleh 

penelitian Bida mengenai kebijakan pendidikan lokal yang justru memperburuk 

ketimpangan (Sani et al., 2020). 

Menurut pandangan Ristyawati yang menekankan pentingnya penegakan 

kebijakan yang sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga dapat memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat seperti ini (Ristyawati, 2020). Hal 

ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus adaptif terhadap kondisi yang berubah 
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dan mampu memberikan jawaban yang tepat atas tantangan yang dihadapi. Agar dapat 

efektif, kebijakan publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan pemahaman 

yang komprehensif mengenai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian Humaedi 

mencatat bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengambilan keputusan 

terkait kebijakan publik, sehingga penting untuk terus membangun komunikasi yang baik 

antara pemerintah dan masyarakat (Humaedi et al., 2021). Keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan ini tidak hanya memperkaya perspektif kebijakan tetapi 

juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dengan memperhatikan semua faktor ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan 

publik bukan sekadar peraturan yang mengikat, tetapi merupakan upaya kolaboratif 

antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi 

semua. Kebijakan publik yang efektif harus berakar dari kebutuhan nyata di lapangan, 

serta melibatkan semua pihak dalam proses perumusan dan pelaksanaannya (Puspitasari 

& Irwansyah, 2022). Melalui keterlibatan aktif dan kolaborasi yang baik, kebijakan 

publik dapat memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan 

publik, penting bagi lembaga pemerintahan untuk tidak hanya memberikan peraturan 

yang jelas, tetapi juga melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar mereka 

memahami dan merasa dilibatkan dalam setiap kebijakan (Nugraha et al., 2021). Hanya 

dengan cara ini, masyarakat akan merasa diakui dan memiliki tanggung jawab untuk 

mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan akhir dari kebijakan publik 

untuk kesejahteraan bersama dapat tercapai. 

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan publik memiliki dampak signifikan 

terhadap pembangunan dan pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat. Supardi dan 

Budiwitjaksono berpendapat bahwa kebijakan publik yang tepat sasaran dapat 

berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan 

ekonomi lokal (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Oleh karena itu, evaluasi yang rutin 

dan mendalam terhadap efektivitas kebijakan publik sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada. 
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2.4 Manajemen Kebijakan 

Manajemen kebijakan merupakan suatu disiplin yang berkaitan dengan 

pengelolaan berbagai aspek dalam instansi pemerintah. Konsep ini tidak hanya berfokus 

pada proses administrasi, tetapi juga mencakup interaksi kompleks antara kebijakan 

publik dan praktik manajerial yang terlibat. Menurut Overman dalam Keban, manajemen 

publik tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan manajemen ilmiah (scientific 

management) atau analisis kebijakan, walaupun mendapat pengaruh dari kedua 

pendekatan tersebut. Manajemen publik mencerminkan ketegangan antara orientasi 

rasional-instrumental di satu sisi dan orientasi politik kebijakan di sisi lain (Grossi et al., 

2020). Aspek interdisipliner dari manajemen publik tumbuh dari penggabungan fungsi- 

fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, dengan 

faktor-faktor seperti sumber daya manusia, keuangan, serta aspek politik yang ada dalam 

konteks sosial yang lebih luas (Jensen et al., 2023). 

Pendapat dari Ramto mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan adalah 

faktor penting dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi dan sumber 

daya yang tersedia (Meynhardt & Jasinenko, 2020). Ini menunjukkan bahwa manajemen 

pemerintahan berfungsi sebagai upaya untuk mengelola berbagai aspek kehidupan 

masyarakat melalui kebijakan publik yang dirumuskan. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Kristiadi yang menyatakan bahwa manajemen pemerintahan berkontribusi pada usaha 

mencapai tujuan dalam organisasi pemerintah yang lebih luas (Grossi et al., 2020). 

Kajian mengenai manajemen kebijakan publik, mencakup keseluruhan proses 

yang terkait dengan formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja kebijakan. Proses ini 

melibatkan berbagai tahapan dan unsur yang perlu dipahami oleh para pengelola 

kebijakan, termasuk faktor teknis, substansi, pelaku, dan kelembagaan yang relevan 

(Elliott et al., 2021). Idealnya, manajemen kebijakan publik harus mampu 

mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendukung tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Wicaksono, 2019). 

Manajemen kebijakan publik ditempatkan sebagai kerangka pengelolaan yang 

dapat membantu dalam mengelola perdebatan publik yang sering kali ditandai oleh 

konflik nilai dan kepentingan (Ingrams et al., 2020). Dalam konteks ini, administrator 
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publik harus memiliki keterampilan untuk menavigasi berbagai kepentingan yang 

bertentangan dan menciptakan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan, 

sehingga langkah-langkah yang diambil dapat bersinergi dan efektif dalam menjawab 

tantangan masyarakat yang berkembang (Ingram & Ніценко, 2021). Proses pembuatan 

kebijakan publik, yang melibatkan banyak variabel dan perubahan, memang merupakan 

proses yang kompleks (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). 

Sejumlah ahli politik telah berusaha membagi proses penyusunan kebijakan 

publik ke dalam tahap-tahap yang lebih sederhana guna memudahkan analisis (Sudirman 

et al., 2019; , Pengcheng & He, 2022). Meskipun pembagian ini dapat bervariasi, 

tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan struktur pada kajian kebijakan publik. 

Proses ini seringkali mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, perumusan 

alternatif kebijakan, penilaian dampak, dan pelaksanaan kebijakan yang dipilih 

(Meynhardt & Jasinenko, 2020). Dengan memberi struktur pada proses tersebut, 

diharapkan para pengelola kebijakan publik dapat lebih mudah dalam mengatasi 

tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Paradigma manajemen publik telah mengalami perubahan seiring dengan 

masuknya konsep New Public Management (NPM) yang mendorong inovasi dan efisiensi 

dalam sektor publik (Isolana, 2021; , Çolak, 2019). Pendekatan NPM berfokus pada 

penerapan praktik manajemen dari sektor swasta ke dalam administrasi publik, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memungkinkan pemerintah 

untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang cepat (Xanthopoulou & Plimakis, 

2021). Penerapan NPM juga mencerminkan pergeseran dalam cara pandang pemerintah 

terhadap penggunaan sumber daya dan tanggung jawab publik dalam menjalankan 

mandat mereka (Žigman et al., 2021). 

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi NPM, terutama terkait dengan 

kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber 

daya. Kenaikan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan partisipasi juga harus 

diimbangi dengan metodologi yang tepat dalam membangun hubungan antara pemerintah 

dan warga (Supardi & Budiwitjaksono, 2021; , Basuki et al., 2023). Dalam konteks 

Indonesia, penerapan manajemen publik yang efisien dan efektif menjadi semakin 

penting  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  dirumuskan  benar-benar 
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mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara baik (Asrijal 

et al., 2020). 

Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang manajemen publik dan kebijakan 

publik, diharapkan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah akan mampu 

menghadirkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Keterpaduan antara perumusan 

kebijakan yang tepat dan praktik manajemen yang baik akan menjadi kunci dalam 

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat (Sinaj et al., 2024). Dalam pandangan ke depan, penting bagi para pengelola 

publik untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

mendukung efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam 

menghadapi berbagai tantangan yang ada (Çolak, 2019). 

Risiko dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen publik tidak hanya bersifat 

internal, tetapi juga eksternal, yang dapat menciptakan dinamika baru dalam proses 

pengambilan keputusan (Romão & Ferreira, 2023; , Chand & Naidu, 2020). Oleh karena 

itu, penting bagi institusi publik untuk terus mengembangkan kompetensi dan 

keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dapat beradaptasi dengan 

baik terhadap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat (Chen, 2022). 

Implementasi strategi yang adaptif dan responsif adalah hal yang esensial untuk 

memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan publik di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, manajemen publik merupakan fungsi yang tidak dapat 

dipisahkan dari pengelolaan kebijakan publik. Kombinasi dari keduanya menghasilkan 

kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana pemerintah dapat 

berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam 

konteks ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi 

masyarakat menjadi unsur penting yang akan menentukan keberhasilan dalam 

mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih baik dan berdampak positif bagi 

semua lapisan masyarakat (Kozjek & Franca, 2020). 
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BAB III. METODOLOGI KAJIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus (case study). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis secara 

mendalam tentang tata kelola sektor ritel di Kabupaten Banyuwangi, khususnya terkait 

dengan keberadaan toko modern dan toko tradisional. Peneliti akan menganalisis berbagai 

peraturan daerah yang mengatur sektor ritel, serta dampaknya terhadap perekonomian 

lokal. Dengan strategi ini, peneliti akan mengobservasi langsung implementasi regulasi 

yang ada dan mengevaluasi efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku 

usaha ritel di Banyuwangi. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen yang berkaitan 

dengan regulasi ritel dan kebijakan tata kelola sektor perniagaan di Kabupaten 

Banyuwangi. Peneliti akan menggunakan dokumen seperti peraturan daerah, laporan 

pemerintah daerah, serta studi atau artikel yang relevan. Informan yang relevan, seperti 

pelaku usaha ritel, pemerintah daerah, dan ahli ekonomi, juga akan menjadi sumber 

penting dalam penelitian ini. Teknik pemilihan informan menggunakan snowball 

sampling, di mana peneliti akan memulai dengan memilih informan kunci dan 

mengandalkan mereka untuk menunjuk informan lainnya yang dianggap kompeten dalam 

bidang ini. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara mendalam 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya adalah 

wawancara mendalam (in-depth interviewing). Wawancara mendalam adalah metode 

yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan secara langsung melalui 

percakapan tatap muka antara peneliti dan informan yang dianggap kompeten untuk 

memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sukmadinata 

(2009), wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka 

yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara lebih rinci dan 

mendalam, tanpa batasan yang ketat pada struktur pertanyaan. 
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3.3.2 Observasi 

Teknik observasi (observation) atau pengamatan merupakan salah satu 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

kegiatan yang sedang berlangsung dalam konteks penelitian. Menurut Sukmadinata 

(2009), observasi digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai 

perilaku, interaksi, dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, 

observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara langsung kegiatan yang 

berlangsung di sektor yang menjadi fokus kajian, yaitu kegiatan operasional dan 

pengelolaan ritel, termasuk dinamika yang terjadi di antara toko modern dan toko 

tradisional di Kabupaten Banyuwangi. 

1.3.3 Dokumen 

Teknik studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang 

berbentuk tertulis (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) (Sukmadinata, 2009). 

Dokumen-dokumen tersebut sangat berguna untuk mengungkap bagaimana subjek 

mendefinisikan dirinya, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya, serta bagaimana 

hubungan antara definisi diri tersebut dengan tindakan-tindakannya dalam konteks sosial 

dan budaya tertentu (Mulyana, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi 

dokumen untuk mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai arsip dan dokumen 

yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti majalah, surat kabar, artikel, hasil 

penelitian, serta buku-buku yang membahas masalah tata kelola ritel dan kebijakan terkait 

toko modern dan tradisional di Kabupaten Banyuwangi. Teknik ini memungkinkan 

peneliti untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan konteks regulasi dan 

dampak kebijakan yang diterapkan di daerah tersebut. 

 

3.4 Validasi Data 

Triangulasi data merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan untuk 

meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif (Sutopo, 2006). Teknik ini 

digunakan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh 

melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Secara umum, dalam 

penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk mengembangkan validitas data dengan 

cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode atau sumber yang 
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berbeda. Menurut Denzin (n.d.), terdapat empat tipe dasar dari teknik triangulasi, yang 

masing-masing bertujuan untuk memperkuat validitas temuan penelitian, yaitu: 

triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis. 

Masing-masing jenis triangulasi ini digunakan untuk memverifikasi data yang 

dikumpulkan, baik itu melalui perbandingan data dari sumber yang berbeda, 

menggunakan berbagai perspektif teori, atau mengombinasikan beberapa metode 

pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan objektif. 

3.4.1 Trianggulasi data 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, yang berbeda 

dalam hal waktu dan cara pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2009). 

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang 

diperoleh. Menurut Patton (dalam Bungin, 2009: 257), beberapa cara untuk melakukan 

triangulasi sumber data antara lain: (1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara untuk melihat apakah informasi yang diperoleh melalui observasi sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara, (2) Membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, untuk 

mengidentifikasi potensi perbedaan atau ketidakkonsistenan dalam informasi yang 

diberikan, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang mereka katakan sepanjang waktu, guna mengevaluasi stabilitas dan 

keakuratan informasi yang diberikan, dan (4) Membandingkan hasil wawancara dengan 

isi dokumen yang relevan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh melalui 

wawancara didukung oleh bukti tertulis atau dokumentasi yang ada. Teknik ini membantu 

memperkuat keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif. 

3.4.2 Trianggulasi peneliti 

Triangulasi peneliti adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

dengan melibatkan beberapa peneliti atau evaluator dalam proses pengumpulan dan 

analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan objektivitas 

hasil penelitian. Dalam triangulasi peneliti, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yang berbeda akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi temuan dan 

mengurangi bias yang mungkin timbul dari perspektif individu satu peneliti. Dengan 

melibatkan berbagai peneliti yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, 
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diharapkan hasil penelitian menjadi lebih kredibel, karena analisis dan interpretasi data 

akan diperiksa dari berbagai sudut pandang yang lebih luas, memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.. 

3.4.3 Trianggulasi Teori 

Triangulasi teori dilakukan dengan cara menggunakan berbagai pola, hubungan, 

dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis data untuk mencari tema atau 

penjelasan pembanding (Bungin, 2009). Dalam proses ini, peneliti mengintegrasikan 

berbagai teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan 

mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba (dalam 

Bungin, 2009), triangulasi teori didasarkan pada anggapan bahwa fakta atau temuan 

dalam penelitian tidak bisa diperiksa hanya dengan satu teori saja, karena satu teori 

mungkin memiliki keterbatasan dalam menjelaskan semua aspek dari fenomena yang 

diteliti. Oleh karena itu, dalam melakukan triangulasi teori, peneliti diharuskan untuk 

memahami dengan baik teori-teori yang digunakan, serta bagaimana teori-teori tersebut 

saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk menghasilkan simpulan yang lebih mantap, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan memiliki makna yang lebih mendalam serta bersifat 

multiperspektif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan 

komprehensif terhadap fenomena yang sedang dikaji (Sutopo, 2006). 

3.4.4 Tianggulasi metodelogis 

Triangulasi metode adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

sejenis menggunakan berbagai metode yang berbeda. Data yang diperoleh melalui 

metode yang berbeda kemudian dibandingkan untuk menghasilkan simpulan yang lebih 

kuat dan validitasnya lebih terjamin (Sutopo, 2006). Pendekatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian dengan memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau teknik dapat saling mendukung. 

Mengacu pada pendapat Patton (dalam Bungin, 2009), triangulasi metode dilakukan 

dengan dua strategi utama: (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan dengan 

membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, 

misalnya wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk melihat konsistensi dan 

kesesuaian temuan dari berbagai sudut pandang, dan (2) Pengecekan beberapa sumber 

data yang menggunakan metode yang sama, untuk memastikan bahwa data yang 
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Data Collection Data Display 

Data 

Condensation 

Conclusions 

Drawing/Verifyi 

diperoleh tidak bias dan mencerminkan fenomena yang lebih objektif. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk meningkatkan kekuatan data yang dikumpulkan dan 

memberikan temuan yang lebih valid dan dapat dipercaya. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisis yang 

tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi 

simpulan dan teori yang dihasilkan berbentuk dari data yang dikumpulkan. Dalam 

penelitian ini analisis induktif yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu 

setiap data yang diperoleh dari lapangan selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan 

unit data yang lain(Miles, M. B., & Huberman, 2014). Dalam proses analisis interaktif 

terdapat 4 komponen yang harus dipahami oleh peneliti yaitu: (1) Data Collection, (2) 

Data Condensation, (3) Data Display, (4) Conclutions Drawing/ Verfying. Empat 

komponen tersebut harus berkaitan, selalu terlibat dalam proses analisis, dan memberi 

arahan dalam simpulan serta selalu dibandingkan untuk pemantapan pemahaman. 

 

Gambar 3.5 Skema Proses Analisis Interaktif 

Sumber : Miles, M.B., & Huberman. A.M.(Miles, M. B., & Huberman, 2014) 

 

 

3.5.2 Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2011) mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan suatu 

analisa kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk memformalisakan strategi dalam suatu kegiatan. Analisis SWOT ini 

dgunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

suatu strategi yang tepat bagi percepatan revitalilasi fasilitas kesehatan pada puskesmas 
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di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum masuk pada analisis SWOT harus dibuatkan dulu 

analisis internal dan eksternalnya. 

Penyusunan matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) dilakukan 

dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan sistem, kemudian memberikan 

bobot pada setiap faktor menggunakan penskoran 1,00 (sangat penting) hingga 0,00 (tidak 

penting). Selanjutnya, faktor tersebut diberi rating berdasarkan pengaruhnya terhadap 

permasalahan, mulai dari 4 (outstanding) hingga 1 (poor). Bobot dan rating masing- 

masing faktor kemudian dikalikan untuk menentukan skor terbobot, yang jumlah 

keseluruhannya digunakan untuk menilai kondisi internal sistem. Jika total skor terbobot 

lebih dari 2,5, berarti sistem memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi yang ada. 

Penyusunan matriks EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) 

dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang dan 

ancaman yang dihadapi sistem. Setiap faktor diberi bobot berdasarkan pengaruhnya 

terhadap faktor strategis, menggunakan penskoran dari 1,00 (sangat penting) hingga 0,00 

(tidak penting), dengan jumlah bobot seluruh faktor berjumlah 1,00. Selanjutnya, setiap 

faktor diberi rating berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi sistem, mulai dari 4 

(outstanding) untuk peluang besar hingga 1 (poor) untuk ancaman. Bobot dan rating 

faktor kemudian dikalikan untuk mendapatkan skor terbobot masing-masing faktor, dan 

jumlah skor terbobot digunakan untuk menentukan kemampuan sistem dalam merespons 

kondisi eksternal. Jika total skor terbobot lebih dari 2,5, sistem dianggap mampu 

merespon peluang dan ancaman yang ada. 

Matriks SWOT dibuat untuk menyusun alternatif strategi dengan menggunakan 

logika untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta untuk meminimalisir 

kelemahan dan ancaman yang dihadapi sistem. Dalam matriks ini, faktor internal yang 

positif seperti kekuatan (Strength) akan dipadukan dengan faktor eksternal peluang 

(Opportunities) untuk menciptakan strategi yang memanfaatkan keunggulan yang 

dimiliki dan peluang yang tersedia. Di sisi lain, faktor kelemahan (Weakness) internal 

akan dihadapkan dengan ancaman (Threats) eksternal untuk merumuskan strategi yang 

bertujuan mengurangi dampak negatif dari kelemahan yang ada dan melawan ancaman 

yang dihadapi, sehingga menciptakan strategi yang seimbang dan efektif untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.. 
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BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL KAJIAN 

4.1 Tim Pelaksana 
 

Koordinator : Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H. 

Anggota : 1. Sahru Romadloni, M.Pd. 

2. I Kadek Yudiana, M.Pd 
3. Elok Rosyidah, MM. 

 

4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Penyusunan kajian rekomendasi penyusunan peraturan daerah penguatan tata 

kelola ritel toko modern dan toko tradisional di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan 

selama satu bulan dengan tahapan yang meliputi identifikasi permasalahan terkait 

keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional, pengumpulan data melalui 

wawancara dan observasi lapangan, serta studi dokumen yang berkaitan dengan regulasi 

dan kebijakan yang ada. Selanjutnya, dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi 

tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel tradisional dan modern, serta 

mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Proses ini kemudian diikuti 

dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan 

ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah itu, 

hasil kajian disusun dan disajikan sebagai laporan akhir yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan tata kelola ritel di Kabupaten 

Banyuwangi: 

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan 
 

No Kegiatan Tanggal 

Kegiatan 

Metode dan 

Tempat 

Pelaksanaan 

Peserta Jam 

Kegiatan 

1 Merumuskan pokok 

permasalahan 

tentang penguatan 

tata kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional 

Kabupaten 

Banyuwangi 

17 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

07.30-09.30 

WIB 
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2 Mengumpulkan 

sumber data tentang 

penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

17 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

10.00-12.00 

WIB 

3 Melakukan 

verifikasi data 

penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional 

18 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

07.30-09.30 

WIB 

4 Melakukan analisis 

Data primer dan 

skunder 

pengembangan dan 

penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional 

Kabupaten 

Banyuwangi 

18 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

10.00-12.00 

WIB 

5 Pemetaan indikator 

penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional 

19 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

07.30-09.30 

WIB 
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6 Mengembangkan 

model penguatan 

tata kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional 

19 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

10.00-12.00 

WIB 

7 Penyusunan draf 

model penguatan 

tata kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

20 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

07.30-09.30 

WIB 

8 Melakukan 

justifikasi model 

penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional 

20 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

10.00-12.00 

WIB 

9 Penyusunan 

rekomendasi 

penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

21 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

07.30-09.30 

WIB 

10 Finalisasi dan 

Penyusunan luaran 

rekomendasi 

21 Februari 

2025 

Diskusi 

terpumpun 

di 

Tim Kajian 

Universitas 

17 Agustus 

10.00-12.00 

WIB 
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 penguatan tata 

kelola ritel toko 

modern dan toko 

tradisional di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

 Universitas 

17 Agustus 

1945 

Banyuwangi 

1945 

Banyuwangi 

(5 Orang) 

 

 

4.3 Anggaran Biaya 
 

Honorarium Narasumber / 

Tenaga Ahli 

Vol. Hari Satuan Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumalah 

Harga (Rp) 

1. Dr. Demas Brian 

Wicaksono, S.H., M.H. 

5 5 Org / 60 

Mnt 

500.000 12.500.000 

2. Sahru Romadloni, M.Pd. 5 5 Org / 60 

Mnt 

500.000 12.500.000 

3. Elok Rosyidah, MM. 5 5 Org / 60 

Mnt 

500.000 12.500.000 

4. I Kadek Yudiana, M.Pd. 5 5 Org / 60 

Mnt 

500.000 12.500.000 

Total Biaya Honorarium     50.000.000 
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BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA 

5.1 Implementasi Kebijakan Tata Kelola Ritel Yang Diterapkan Di Kabupaten 

Banyuwangi, Terutama Dalam Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 

Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Dalam Mengatur Keseimbangan 

Antara Ritel Modern Dan Toko Tradisional 

Dalam implementasi kebijakan tata kelola ritel yang diterapkan di Kabupaten 

Banyuwangi, terutama melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara 

perkembangan ritel modern dan toko tradisional. Ekspansi ritel modern yang pesat, 

terutama dengan hadirnya minimarket dan supermarket, telah merambah hingga ke 

pelosok desa, yang sebelumnya hanya terdapat di kota-kota besar. Hal ini berpotensi 

mengancam keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang menjadi bentuk usaha 

lokal masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati bertujuan untuk 

mengatur dan menertibkan keberadaan toko ritel modern agar tidak merugikan toko 

tradisional, dengan memberikan ruang bagi ekonomi masyarakat lokal untuk tumbuh dan 

berkembang. Dalam hal ini, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan 

antara kedua sektor ritel. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penerbitan Peraturan Bupati No. 14 

Tahun 2021 telah berusaha untuk menertibkan sektor ekonomi masyarakat dengan 

mengatur peredaran toko ritel modern. Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif 

dalam menstabilkan sistem pasar lokal, namun masih ada tantangan besar terkait dengan 

perbedaan kapasitas antara toko ritel modern dan toko tradisional. Toko ritel modern, 

dengan segala kelebihannya, seperti fasilitas yang lengkap, harga yang lebih murah, dan 

pelayanan yang lebih profesional, menyebabkan banyak pedagang tradisional mengalami 

penurunan omzet. Selain itu, toko tradisional yang umumnya beroperasi dengan cara yang 

sederhana dan tidak memiliki fasilitas memadai, sulit untuk bersaing dengan ritel modern, 

meskipun harga barang di toko tradisional seringkali lebih murah (Oktafiana & Cahyono, 

2022). 

Dampak dari persaingan yang tidak seimbang ini jelas terlihat dalam sektor toko 

tradisional, yang mengeluhkan penurunan pendapatan akibat semakin banyaknya toko 

ritel modern yang menawarkan harga lebih murah, fasilitas yang lebih lengkap, dan 

pelayanan yang lebih baik. Beberapa faktor yang menyebabkan toko ritel modern lebih 



REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO 

TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI 

26  

unggul adalah harga yang lebih murah karena diskon atau potongan harga, fasilitas yang 

lebih lengkap seperti pendingin ruangan (AC), mesin ATM, dan tempat parkir yang luas, 

serta pelayanan yang lebih ramah dan cepat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang 

mempengaruhi keberlangsungan usaha toko tradisional, yang semakin sulit untuk 

bertahan dalam persaingan yang sangat ketat (Suyatna et al., 2023). 

Gambar 1. Pemetaan Dinamika Ritel Di Kabupaten Banyuwangi 

 

Keberadaan toko ritel modern membawa keuntungan bagi beberapa pihak, 

terutama bagi konsumen yang mencari kenyamanan dan harga lebih murah. Namun, bagi 

pedagang tradisional, kehadiran toko modern justru menjadi ancaman yang nyata 

terhadap kelangsungan usaha mereka. Toko tradisional yang masih menggunakan metode 

penjualan konvensional tidak dapat bersaing dengan kemajuan teknologi dan fasilitas 

yang ditawarkan oleh ritel modern. Pedagang tradisional merasa semakin terpinggirkan, 

dengan produk-produk mereka yang tidak laku terjual, meskipun harga yang ditawarkan 

lebih kompetitif dibandingkan toko modern (Oktafiana & Cahyono, 2022).. 

Perbedaan karakteristik antara pasar ritel modern dan pasar tradisional sangat 

terlihat dalam berbagai aspek. Toko ritel modern memiliki fasilitas yang lebih baik, 

produk yang lebih bervariasi, dan sistem manajemen yang terorganisir dengan baik, 

sementara pasar tradisional lebih berfokus pada interaksi langsung antara pedagang dan 
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konsumen tanpa sistem manajemen yang canggih. Dari segi pemilikan, toko tradisional 

umumnya dikelola oleh individu atau masyarakat setempat, sementara toko ritel modern 

lebih sering dimiliki oleh perusahaan besar dengan modal yang lebih kuat dan dukungan 

dari jaringan korporasi nasional atau internasional. 

Perbandingan karakteristik antara pasar tradisional dan pasar modern 

menunjukkan adanya perbedaan mendalam dalam aspek fisik, kepemilikan, dan 

manajemen. Pasar tradisional cenderung lebih sederhana, dengan harga yang lebih murah 

dan pemilik yang sering kali adalah masyarakat lokal. Di sisi lain, pasar modern memiliki 

fasilitas yang lebih mewah dan dikelola dengan pendekatan bisnis yang lebih profesional 

dan berbasis teknologi. Hal ini menciptakan gap yang semakin lebar antara kedua jenis 

pasar tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan pedagang tradisional semakin 

kesulitan untuk bersaing. 

Selain itu, faktor keberadaan fasilitas dan pelayanan juga sangat mempengaruhi 

daya tarik konsumen terhadap toko ritel modern. Ritel modern memiliki berbagai fasilitas 

tambahan seperti troli belanja, mesin pembayaran otomatis, dan area parkir yang luas, 

sementara toko tradisional cenderung lebih terbatas dalam menyediakan fasilitas tersebut. 

Meskipun harga di toko tradisional lebih murah, kenyamanan berbelanja di toko ritel 

modern seringkali menjadi alasan konsumen lebih memilih untuk berbelanja di sana. 

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk 

mengoptimalkan kebijakan yang ada, agar dapat menjaga keseimbangan antara 

perkembangan ritel modern dan keberlanjutan toko tradisional. Penataan sektor ritel harus 

dilakukan dengan bijak untuk memastikan bahwa toko tradisional tidak terpinggirkan, 

sambil tetap memperhatikan perkembangan ekonomi lokal. Pemerintah perlu 

memperkuat peraturan terkait dengan pembangunan toko ritel modern, serta memastikan 

bahwa toko tradisional juga diberikan ruang untuk berkembang, dengan dukungan 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang mereka tawarkan. 

Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui 

Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah sudah menunjukkan upaya yang baik untuk 

mengatur sektor ritel dan menciptakan keseimbangan antara toko modern dan tradisional. 

Namun, masih diperlukan penyesuaian dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan 

bahwa toko tradisional tidak kehilangan eksistensinya dan dapat tetap berkompetisi 

secara sehat dalam pasar yang semakin berkembang ini. 
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Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga harus terus mendorong pelaku usaha 

ritel tradisional untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka, serta 

memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem manajemen dan pemasaran mereka. 

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap toko ritel modern yang melanggar 

ketentuan dalam peraturan daerah perlu dilakukan untuk mencegah persaingan yang tidak 

sehat dan memastikan keseimbangan pasar yang lebih adil. 

 

5.2 Tantangan Dan Implikasi Yang Muncul Akibat Perkembangan Ritel Modern, 

Termasuk Fenomena Berkembangnya Toko Madura, Terhadap Dinamika 

Perdagangan Lokal, Daya Saing Pelaku Usaha Kecil, Serta Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi 

Perkembangan ritel modern, khususnya ekspansi yang signifikan dari toko seperti 

minimarket dan supermarket, telah membawa tantangan besar terhadap dinamika 

perdagangan lokal di Kabupaten Banyuwangi. Toko Madura sebagai salah satu contoh 

dari ritel modern ini turut berkontribusi pada perubahan pola belanja masyarakat, yang 

sebelumnya lebih banyak bergantung pada toko tradisional. Dengan kehadiran ritel 

modern yang menawarkan fasilitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif, 

banyak masyarakat yang beralih dari toko tradisional ke ritel modern, menyebabkan 

perubahan yang signifikan dalam struktur pasar lokal Rahajeng & Wahidin (2020). 

Ritel modern memiliki dukungan dari modal yang lebih besar dan teknologi yang 

lebih canggih, memungkinkan mereka untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang 

lebih nyaman dan efisien (Maulida et al., 2021). Fasilitas seperti pendingin ruangan, 

ATM, serta sistem pembayaran yang lebih variatif telah menarik minat konsumen untuk 

memilih berbelanja di ritel modern ketimbang toko tradisional, yang sering kali tidak 

dapat memenuhi tuntutan ini. Hal ini menciptakan ketimpangan yang semakin dalam 

antara kedua sektor ritel tersebut, di mana toko tradisional sering kali harus berjuang 

untuk menjaga eksistensinya sambil menghadapi penurunan omzet yang signifikan 

(Priyanto, 2019). 

Dalam konteks ini, Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2016 berusaha untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan 

menyeimbangkan persaingan antara ritel modern dan toko tradisional. Ini termasuk 

langkah-langkah untuk membatasi ekspansi ritel modern yang tidak terkontrol dan untuk 
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melindungi pedagang lokal dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh dominasi ritel 

modern (Aziz et al., 2024). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan 

dukungan bagi toko tradisional, tantangan nyata tetap ada, seperti pergeseran preferensi 

konsumen dan kurangnya kapasitas inovasi pada side pelaku usaha kecil (Anggraeni & 

Rahaju, 2022). 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Pesaingan Ritel Di Kabupaten Banyuwangi 

 

 

Toko tradisional umumnya tetap mengandalkan metode penjualan yang lebih 

sederhana dan kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk bersaing dengan ritel 

modern. Kelemahan ini diperburuk oleh kesulitan dalam akses terhadap penyimpanan 

barang yang efisien dan kekurangan pelatihan bagi pegawai dalam hal pelayanan 

pelanggan yang professional, yang semakin membuat mereka terpinggirkan dalam 

persaingan ini (Sukoco & Sutanta, 2021). Masyarakat yang sebelumnya akrab dengan 

toko tradisional kini beralih ke minimarket yang menawarkan kenyamanan dan harga 

murah (Khamil, 2022). 

Keberadaan toko ritel modern memang memberikan keuntungan bagi sebagian 

masyarakat, khususnya konsumen yang mencari kemudahan dalam berbelanja. Namun 

bagi pedagang tradisional, kehadiran ritel modern menjadi tantangan yang nyata (Aminah 

et al., 2021). Mereka harus mengatasi penurunan pendapatan dan hilangnya pelanggan, 
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yang membuat keberlangsungan usaha mereka menjadi semakin tidak pasti. Dalam 

menghadapi tantangan ini, dibutuhkan inovasi dari pihak toko tradisional dalam menarik 

kembali konsumen dengan menawarkan nilai tambah yang dapat bersaing dengan ritel 

modern, seperti penguatan hubungan sosial dan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pemasaran (Suleman et al., 2023). 

Persaingan antara toko ritel modern dan toko tradisional di Kabupaten 

Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pasar yang berbeda yang dilayani oleh 

masing-masing. Toko tradisional umumnya berorientasi pada kebutuhan sehari-hari 

masyarakat lokal dengan modal terbatas, sedangkan toko modern yang didirikan oleh 

perusahaan besar memiliki kapasitas yang lebih kuat serta mengandalkan strategi 

manajemen yang lebih terstruktur. Toko modern bisa menawarkan beragam produk, 

termasuk barang bermerek yang sering kali lebih diminati oleh konsumen dibandingkan 

produk dari toko tradisional yang cenderung terbatas dan kurang dikenal Mardhiyah & 

Safrin (2021). Fenomena berkembangnya Toko Madura juga menambah ketegangan 

persaingan ini. Toko Madura, dengan model bisnis berbasis komunitas, menawarkan 

produk dengan harga yang lebih murah dan pengelolaan yang sederhana, menciptakan 

pilihan alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu (Kertiana & Artini, 2019). 

Meskipun memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat lokal, Toko Madura dan toko 

sejenisnya menciptakan tekanan tambahan bagi keberlangsungan toko tradisional yang 

tidak mampu bersaing dari segi harga dan variasi produk (Gaffar et al., 2023). 

Dalam menghadapi tantangan akibat munculnya ritel modern dan toko baru 

seperti Toko Madura, kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, termasuk 

pembatasan jam operasional untuk toko modern dan pengawasan ketat terhadap izin 

usaha, bertujuan untuk memberi ruang bagi toko tradisional bertahan. Namun, meskipun 

kebijakan ini dapat membantu, banyak pedagang tradisional yang masih mengalami 

penurunan omzet karena ketidakmampuan untuk bersaing dengan fasilitas dan harga yang 

ditawarkan oleh ritel modern, sehingga memperburuk situasi ekonomi mereka (Wijaya & 

Kinder, 2020). 

Diperlukan strategi inovatif dari toko tradisional untuk tetap relevan dan menarik 

minat konsumen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan seperti 

peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu 

toko tradisional dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini (Saleh et al., 2021; 
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Alimuddin et al., 2023). Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan komitmen dari 

pelaku usaha, diharapkan toko tradisional dapat mengatasi tantangan ini dan beradaptasi 

dengan dinamika pasar yang berubah. 

Dampak positif dari kebijakan penataan ritel di Kabupaten Banyuwangi terlihat 

jelas dalam kemitraan yang terbentuk antara toko ritel modern dan usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM). Melalui kemitraan ini, pelaku UMKM mendapatkan 

kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka dalam jaringan ritel modern, yang 

sebelumnya sulit dijangkau, sehingga memperluas pasar mereka dan berkontribusi pada 

peningkatan perekonomian lokal Arifqi (2021). Kebijakan ini menciptakan peluang 

inklusif yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam masyarakat. 

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi umumnya menyambut baik kebijakan ini, 

karena terbukti menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional. 

Observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mengakui keuntungan dari kemitraan 

dan regulasi yang ada, yang tidak hanya membantu toko tradisional bertahan tetapi juga 

memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih jauh (Budiman et al., 2020). 

Pengaturan yang lebih ketat terhadap ritel modern membantu menciptakan lingkungan 

berbelanja yang lebih aman dan kondusif bagi perekonomian lokal (Aminy & Fithriasari, 

2021). 

Namun, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya fasilitas dan sumber daya yang 

dimiliki oleh toko tradisional untuk bersaing secara efektif. Oleh karena itu, dukungan 

tambahan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan sumber daya untuk pelaku usaha 

tradisional sangat diperlukan. Hal ini akan membantu mereka untuk beradaptasi dengan 

dinamika pasar yang cepat berubah serta meningkatkan kualitas layanan mereka 

(Murdiyanto & Kusuma, 2022). Selain itu, proses pengembangan UMKM melalui 

kemitraan ini harus terus didorong untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan 

berkelanjutan di sektor ritel (Nehe et al., 2024). 

Dengan demikian, meskipun tantangan menghadang, kebijakan penataan sektor 

ritel yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpotensi positif bagi 

kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan dukungan serta pembinaan yang terus-menerus 

bagi pelaku usaha tradisional dan UMKM akan sangat menentukan keberhasilan 

kebijakan ini ke depannya (Agustriyana et al., 2021). 



REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO 

TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI 

32  

5.3 Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Regulasi Yang Lebih 

Komprehensif Untuk Penguatan Tata Kelola Ritel Di Kabupaten Banyuwangi, 

Guna Menciptakan Ekosistem Perdagangan Yang Berdaya Saing, Berkeadilan, Dan 

Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Ritel Modern Dan Tradisional 

Perkembangan ritel modern di Kabupaten Banyuwangi, termasuk fenomena 

berkembangnya Toko Madura, memberikan tantangan besar terhadap dinamika 

perdagangan lokal, daya saing pelaku usaha kecil, serta kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Ekspansi toko ritel modern yang semakin meluas, terutama minimarket dan 

supermarket, telah merambah hingga ke tingkat kecamatan dan desa, yang sebelumnya 

hanya ada di kota-kota besar. 

Gambar 3. Dampak Toko Modern Terhadap Toko Tradisional 
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Fenomena ini menimbulkan dampak negatif terhadap toko tradisional yang lebih 

kecil dan tidak memiliki fasilitas canggih atau modal besar untuk bersaing. Keberadaan 

toko ritel modern memberikan daya tarik bagi konsumen dengan harga yang lebih murah, 

fasilitas yang lebih lengkap, serta pelayanan yang lebih baik, namun berdampak pada 

pengurangan omzet pedagang tradisional (Aminy & Fithriasari, 2021). Dalam 

menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan 

berupa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2016 sebagai upaya untuk mengatur keseimbangan antara toko modern dan toko 

tradisional. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, 

terutama pedagang tradisional, dengan membatasi perkembangan ritel modern yang tidak 

sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Meskipun kebijakan tersebut mengurangi 

ruang ekspansi ritel modern, dampaknya terhadap toko tradisional masih dirasakan cukup 

besar, dengan penurunan pendapatan yang signifikan di kalangan pedagang kecil 

(Suleman et al., 2023). 

Selain itu, Toko Madura yang berkembang di Banyuwangi memberikan alternatif 

yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang mencari produk dengan harga lebih rendah. 

Toko Madura menggunakan model bisnis berbasis komunitas, yang memungkinkan 

mereka untuk menawarkan barang dengan harga murah dan lebih mudah dijangkau oleh 

masyarakat menengah ke bawah (Wijaya & Kinder, 2020). Namun, meskipun keberadaan 

Toko Madura memberikan keuntungan bagi sebagian masyarakat, toko tradisional tetap 

merasakan dampak buruknya, terutama dari sisi persaingan harga dan fasilitas yang 

ditawarkan oleh Toko Madura yang semakin bersaing dengan toko tradisional. 

Kebijakan pemerintah yang membatasi pembangunan ritel modern ini juga 

berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mendapatkan 

ruang lebih besar untuk berkembang. Dengan tidak adanya pembukaan izin baru untuk 

ritel modern, UMKM diberi peluang untuk memasuki pasar yang sebelumnya didominasi 

oleh toko besar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan berbagai 

dukungan, seperti akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan manajerial, serta 

program pengembangan produk. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil 

untuk memperbaiki kualitas dan daya saing mereka dalam menghadapi persaingan pasar 

(Wijaya & Kinder, 2020). 
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Namun, meskipun terdapat dukungan bagi UMKM, tetap saja terdapat beberapa 

tantangan yang harus dihadapi oleh pedagang kecil. Salah satunya adalah keterbatasan 

dalam akses teknologi dan pemasaran produk yang lebih modern. Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi berusaha mengatasi tantangan ini dengan menyediakan pelatihan pemasaran 

melalui platform digital, seperti e-commerce, serta membantu pelaku usaha kecil untuk 

mengakses pasar yang lebih luas. Program seperti "Warung Naik Kelas" dan "Teman 

Usaha Rakyat" bertujuan untuk membantu pedagang tradisional agar dapat beradaptasi 

dengan perubahan zaman dan berkompetisi lebih baik di pasar yang semakin berkembang 

(Sukoco & Sutanta, 2021).. 

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga menyediakan 

fasilitas bagi UMKM untuk masuk ke toko-toko modern, seperti kemudahan dalam 

pengurusan hak merek, sertifikat halal, dan izin produk lainnya. Melalui program ini, 

produk-produk lokal dari UMKM dapat lebih mudah diakses oleh konsumen yang 

berbelanja di toko modern, sehingga membuka peluang pasar baru bagi pedagang kecil. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa pengembangan UMKM sangat 

penting dalam mendorong perekonomian lokal, terutama dalam menghadapi dominasi 

ritel modern yang semakin menguat. 

Namun kebijakan pembatasan pembangunan ritel modern telah memberikan 

beberapa ruang bagi toko tradisional dan UMKM, pemerintah perlu lebih memperhatikan 

pengawasan terhadap zonasi dan keberadaan toko modern. Pembukaan toko modern yang 

tidak sesuai dengan ketentuan zonasi dapat mengancam kelangsungan toko tradisional 

dan memperburuk ketimpangan dalam pasar. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih 

ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa 

ritel modern beroperasi dalam batas yang sudah ditetapkan (Sukoco & Sutanta, 2021). 

Dari segi keuangan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan 

perhatian khusus dengan menyediakan dana bergulir dan akses permodalan yang lebih 

mudah bagi pedagang kecil. Langkah ini bertujuan untuk membantu mereka dalam 

menghadapi tekanan ekonomi akibat persaingan dengan toko modern. Selain itu, dengan 

mengakses fasilitas permodalan yang lebih mudah, pedagang kecil dapat lebih mandiri 

dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan daya saing. Pendekatan ini 

menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui dukungan keuangan sangat penting 

dalam menjaga keseimbangan antara sektor usaha modern dan tradisional. 
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Terkait dengan pemberdayaan non-keuangan, pemerintah juga memberikan 

pelatihan dalam manajemen keuangan, pemasaran, serta diversifikasi produk bagi 

pedagang kecil. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pedagang kecil dalam mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan efisien. 

Dengan meningkatkan kapasitas manajerial dan keuangan, pedagang kecil akan lebih siap 

dalam menghadapi persaingan dengan ritel modern yang memiliki sumber daya lebih 

besar(Wijaya & Kinder, 2020). 

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertujuan 

untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan 

berkelanjutan bagi pelaku usaha ritel modern dan tradisional. Dengan adanya pembatasan 

terhadap ekspansi ritel modern, serta dukungan bagi pengembangan UMKM, kebijakan 

ini memberikan peluang bagi toko tradisional untuk bertahan dan berkembang. Namun, 

tantangan yang ada, seperti persaingan harga dan kualitas layanan, harus terus diatasi 

dengan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan 

perkembangan teknologi. 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan terkait Rekomendasi Penyusunan Peraturan Daerah Penguatan Tata 

Kelola Ritel Toko Modern Dan Toko Tradisional Di Kabupaten Banyuwangi dapat 

disesuaikan: 

1. Kebijakan Pengaturan Tata Kelola Ritel di Banyuwangi Mampu Mengatur 

Persaingan antara Toko Modern dan Toko Tradisional. Kebijakan yang diterapkan 

melalui Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 telah menunjukkan upaya yang baik dalam mengatur keseimbangan 

antara toko modern dan toko tradisional. Pembatasan pembangunan toko ritel 

modern dan pengawasan terhadap izin operasional memberikan ruang yang lebih 

besar bagi toko tradisional untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi 

persaingan yang ketat. 

2. Dampak Positif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan 

yang diterapkan memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan UMKM untuk 

berkembang melalui kemitraan dengan toko ritel modern. Dukungan pemerintah 

dalam mempermudah akses permodalan, pelatihan, dan pengembangan produk 

UMKM dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil, yang pada 

gilirannya berdampak positif pada perekonomian lokal. 

3. Kebijakan Perlu Diperkuat dengan Pengawasan Ketat terhadap Zonasi dan Izin 

Toko Modern. Meskipun kebijakan pembatasan toko ritel modern memberikan 

dampak positif bagi toko tradisional, pengawasan terhadap zonasi dan kepatuhan 

terhadap izin masih perlu diperkuat. Pembukaan toko modern di area yang tidak 

sesuai dengan ketentuan zonasi dapat mengancam kelangsungan usaha toko 

tradisional, sehingga penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan untuk 

menjaga keseimbangan pasar. 

4. Pentingnya Pendampingan dan Pelatihan bagi Pedagang Tradisional. Untuk 

memperkuat daya saing toko tradisional, pemerintah perlu lebih fokus pada 

pendampingan dan pelatihan, baik dalam manajemen keuangan, pemasaran, 

maupun diversifikasi produk. Pendampingan ini akan membantu pedagang 

tradisional  untuk  lebih  profesional  dalam  mengelola  usaha  mereka, 
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memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan guna bersaing 

dengan toko modern. 

5. Pentingnya Sinergi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat untuk 

Menciptakan Ekosistem Perdagangan yang Berkelanjutan. Keberhasilan 

penguatan tata kelola ritel di Kabupaten Banyuwangi memerlukan sinergi yang 

kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui kebijakan yang 

adil, transparan, dan terintegrasi, semua pihak dapat bersama-sama menciptakan 

ekosistem perdagangan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengesampingkan keberadaan 

toko tradisional. 

6.2 Saran 

Penguatan tata kelola ritel yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan di 

Kabupaten Banyuwangi, disarankan agar Pemerintah Daerah memperkuat kebijakan 

pembatasan dan pengawasan terhadap ekspansi ritel modern, dengan penegakan hukum 

yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan terhadap zonasi dan perizinan. Selain itu, 

penting untuk meningkatkan pendampingan bagi pedagang tradisional melalui pelatihan 

manajerial, pemasaran, dan diversifikasi produk, agar mereka dapat beradaptasi dengan 

perkembangan zaman dan bersaing secara sehat dengan toko modern. Pemerintah juga 

perlu memperluas akses permodalan dan fasilitas bagi UMKM serta mempermudah akses 

mereka untuk memasarkan produk di toko modern, sehingga menciptakan kemitraan yang 

saling menguntungkan antara kedua sektor ritel. Selain itu, pengembangan sistem 

pemasaran digital dan e-commerce untuk pedagang kecil akan membantu mereka 

memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung inklusi keuangan 

bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting 

untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan, berkelanjutan, dan inklusif, 

yang pada akhirnya dapat mendongkrak perekonomian lokal dan menciptakan 

kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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